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ABSTRAK

Sepaniang sejatah politik hukum agrada di Indonesia me4genal larangan peagasingan tanah.

Otang a5ing atau badan hukum asing (investot asing) dilaqng mempunyai tanah hak milik.

U-LJPA mengatur bahwa otang asing yang betkedudukan di Indonesia dan badan hukum asing

yang memiliki perwakilan di Indonesia hanya dipe$olehkan mempunyai tanah hak pakai dan hak

sewa untuk bangunan.

Ptaktikny4 otang 25ing dan badan hukum asing lebih memilih mendapatkan tanah hak milik

dengan noruinee. Padahal nouittu itu ilegal dan mempunyai kedudukan hukum yang satrgat lemah.

Pasal 16 rryat (1) huruf h jo. Pasal 24 UVPA membuka peluang bagi investor asing d^l^nt

penguasaan tanah melalui hak Bangun Guna Seta[ dengan memposisikan tanah sebagai sutzrna

ptoduksi buk-an sebagai investasi. Bangua Guna Setah di Indonesia ditandai deflgan lahirnya

Keputusan Menteti Keuangan Republik Indonesia No. 470/KMK.01/ 1994 tentang T*a" Catz-

Penghapusan dan Pemanfaatan Batang Milik/Kekayaan Negara, y^rtg mengadopsi "Turgut's

Fornuld', yaitu pembanguun dan pengelolaan bendungan di sungai Syehan Turki.

]enelitian ini bettujuan menemukan altematif penguasaan tanah bagi investor asing yang

memerlukan tanah sebagai sam[arya, mengingat ketetbatasan hak penguasaan tanah di Indonesia

dengan mempetimbangkan kemanfaatan kearlilan dan kepastian hukum.

Dipetlukan pandtgma batu dalam menarik investasi asing.di Indonesia, agat mendapatkan

kemanfaatan, keadilan &n kepastian hukum, melalui hak bangun guna setah. Pasal 16 ayat (1)

huruf h UUPA mengatur bahvra hak-hak lain yang tidak tetmasuk Hak Mlih Hak Guna Usaha, Hak

Guna Bangunafl, Haka Palsi dan Hak Sewa akan ditetapkan deqgan undang-undang. Hak bangun

gnna semh adalah hak menditikan bangunan dxtf a;tzu satana bedkut fasilitasnya di atas tanah

yang bukan miliknya sendid kemudian mendayagunakan bangunar danf*tu sarana berikut

fasilitasnya tetsebut dalam i*gk waktu tertentu yang telah disepakat! unhrk selanjutnya tanah

beserta baogunan dar/aau satana berikut fasilitasnya disetahkan kepada pernegaflg hak atas
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temh setelah'bemlihimya irnglra waktu. Hak Bangua Guna Setah dapat dimasukan ke dalam

Kata ktrnci: hak bangun guna setah, anah negafir, investasi asing.

A- Pendahuluan

Pembaqguoan iaftastrukttrt mempuayai peran penting untuk mempetkokoh persatuao

rlair hesahran bangsa- Pembanguratr inftasttuktut betbasis wilayah semakin penting untuk

dberhatikao, terutana inftastruktur untuk membuka isotsi wilayah. Penyediaan inftstruknrt baik

satara rnaupwr prasamna Gaospottzsi & (t"rr, danau dan sungai) yang berkeadilan adzlah

inftastruktur yaog dibangun sesuai kebutuhan. Pembangunan inftasttuknrr yang tetiadi di

lndonesia saat ini dimsa lrrrang metata, salah satunya disebabkan oleh faktot sumbetdaya yang

tetbatas.

Meautut Didik J Rachbid Grttps://pwkunpas.wordptess.com/welcome konomi-

kebiiakan-infra-struktur-kritis-pada-implemenasi/ diakses tgl 30 Matet 2015 irm08.30), semakfur

baik keadaao inftasttuktut, setnakin baik pula pengatuhnya tethadap keadaan ekonomi.

Inftastruktut akaa tnenenttrkan lancat atau tidaknya kegiatan perekonomian, katena metupakan

utat tradi petekonomian. Ketetsediaan inftastruktut yang baik, bisa dipastikan sebuah daetah

memiliki kea&an ekonomi yang baik. Sebaliknya, iika suatu daetah tidak memiliki/merniliki

in&astruktur ietek, keadaan ekonominya pun cendetung tidak baik, misalnya h"Si"" utaru Jawa

.lan daenh yang bemda di bagian selatan Jawa, sangat berbeda. Salah satu pembangunan

inftastruktur dengan melibatkan swasta yang penting dalam mendukung tiansPortasi air guna

membuka isolasi wiiayah adablr, pelabuhan.

Seiak tahun 2005, pemedntah sudah memulai membuat kebijakan peningkatzn Pemo

swasta dalam pembangunan inftasuuktut melalui Perpres 67 Tahun 2005 io. Pelptes No. 13

Tahun 2010 io. Pelptes Nomot 56 Tahun 2Afi jo. Peqptes No. 66 Tahun 2013 tentang

Ketjasama Pemedntah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Inftastruktur. Kebijakan ini

diambil dengao petimbangan bahwa dana unhrk pembangunan inftasuuktut kutang dan tidak

bisa tetcukupi oleh dana APBN. Realisasinya, petan swasta masih sarigat rendatr, yang disebabkan

oleh empat haL Pertatna, seiak tahun 2005 sampai sekatang, kebiiakan ini hanya menjadi

kebiiakan tethrlis arrpa arda imFlementasi dan tealisasi- Kedua, kesulitan dalam pengadaan tanah.

Ketiga, tidak ada taget untuk mendukung tencana induk pengembangan inftasuuktrrt. Keempag

dipedukan kelembagaan drn tegulasi
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:

', .sebenatoya mengilutsettakan swasta dalaq pemanfaatan dan pengoptimalm batang milik

negara (B\,IN) yang betupa tanaln (meskipun tidak secara tegas disebut penyediaan infrasttuktru)
' :,i'

telah dimulai seiak tahun 1994, yerrra. dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia

No. 470/KMICOI/1994 tetrtang tzrtl c^t^penghapusaa dan pemanfiatan.barang Milik/kekayaan

N.grrq dan Kepmenkeu Np. 248/KMIC O4/lgg|tertarg Pedakuan Pafak Penghasilan Terhadap

Pihak-Pihak yaflg Melalukao Ketiasama dalam Bentuk Petjaniiao Bangun Guna Setah.

Pemanfaatan BMN deqgan perpnian Bangun Guna Setah adalah pernanfaaan BMN berupa

taoah oleh pihak lain, dengan cata pihak lain tetsebut membangun bangunar atau satana lain

bedkut.fasiliasnya di atas tanah tetsebu! setta mendayagunakannya dalam iangka waktu tertentu,

notuk kemudian menyemhkan kembali tanah,bangunan, dm/*ausarafla lain berikut fasilitasnya

tetsebut beserta pendayagunlm)nya kepada depattemen /bmbaga, yang besangkutan setelah

betatrhitnya iqng;kq waktu yang disepakati. Skema BGS seben^rny^ menguntungkan swasta,

katena tidak petlu peogadaan tarrth. Skema BGS ini, tanah telah disediakan

pemedntah

Eksistensi BGS kemudian mendapat penguatan peflgaturafl di dalam Petatutan

Pemetintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Batang lfilik Negata /Drctah sebagai

pelaksanaan .lari Pasal 49 tyat (6) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendahataan Negara. Pada

tahun 2008, Petatutan Pemedntah No. 6 Tahun 20A6 textang Pengelolaan Barang Milik

Negata/Daetah dilakukan petubahan dengan Petaturan Pemedntah No. 38 Tahun 2008. Pada

tanggd 24 Lpn12074,PP No. 6 Tahun 2406 io. PP No. 38 Tahun 2008 dicabut dan diganti dengan

Peraturan Pemedntah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Batang Milik Negara/Daerah (FX.

Sumaria, 2074: 497). Sementata itu, kerjasama penyediaan infrastruktur diakomo'dirdi dalam

Petatuan Penretintah No. 27 Tahun 2014. Masih tet&pat bentuk lain pemanfaa*,an bamng milik

,1€at4 selain BGS, yaitu Banguo Setah Guna (BSG), Sewa, Ketia Sama Pemarrfaataa (I(SP), dan

Ketfa Sarna Penyediaan Inftastruktut (KSPD.

Betdasatkan Perptes No. 67 Tahun 2005 io. Peqptes No. 13 Tahun 2010 yarrrg dimaksud

dengan swasta adalah Petseroan Terbatas, BUMN, BUMD dan Koperasi,, Bagairuanakah dengan

swasta asing, dalam atti penanaman modal asing? Swasta asing dapat clilibatkan b'erdasarkan Pasal

10 Perptes No. 56 Tahun 2011, bahwa Badan Usaha dan Badan Hukum Asing dapat mengajukan

ptakatsa Ptoyek Ketjasama Penyediaan Inftastruktur kepada Mented/Kepala Lernbaga / Kepalz-

Daetah dengan kritetia sebagai betikut a) tidak termasuk dalam rencaoa irrduk pada sektor yang

betsangkutan; b) tedntegtasikan secata teknis dengan rencana induk pada sektot yang

bersangkutan; c) layak secata ekonomi dan finansial dan d) tidak mernerlukan dukungan

Pemedntah yaog berupa kontdbusi flskal datam bentuk fihansial..
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Perlu ilisal,angkao betdasatkan ketentuln Pasal 39.PP No. 27 Tahun 2014 bahwabadan

Lulum asing tidak tetmasuk badan usaha yang dapat memanfaatkan BMN menggunakan skema
' 

':rl'

kdasarna penygdial ih&astruktm. Namrrn betdasatkan ketentuan Pasal 1 aflgk; 3 dan 8 UU

No. 25 Tahun 2007 tentang Penaaaman ModaP(ULJPNQ, diatut bahrnaperianamafl modal asiqg

meruPakan nenarrah modal untuk melatukan usaha di *il"y"h negara Republik

Indonesia yang dilahrkan oleh penanam modal asing, baik yang mengunakan modal asing

sepenuhnya maupun yang berpatungan dengao penanam modal dalam negetl Modal asing adalah

oo'dal yang dimiliki oleh negata asing, perseotatlgafr watga rregafi, asilg. badan usaha asing,

badaa hukum asing, dm/*m badan hulilm Indonesia yang sebagian atau selunrh modalnya

dimiliki oleh pihak asing. Dengan demikian, betdasatkan UIIPM, tnodal asing ataupun investor

asing dapat beqpetan serta dalam pembangunan inftastruktut dalam bentuk badan hukum

Indonesia, baik sehrruhnya modal asing maupun patungan dengan modal dalam neged.

Meskipun UUPM membuka peluang investot asing beqpetan serta dalam pembangunan

inftastruktut ramuo tetap saja, ia tidak dipetkenankan menguasai tanah dengan hak Milik dan

Hak Guna Bangunan. Pada sisi larn pembaflgunan infrastruktur tidak mungkin dipisahkan dari

ketetsediaan tanah. Kondisi ini dimaknai iuga sebagai kepdhatinan ttend dunia sekatang yait'.r

gbbal tradingdirnana petusahaan kolpotasi mengarnbil tanah-tanah di Negata berkembang untuk

mengamankan cadangan pangan meteka dan cadangao ptoduksi yang lebih luas. Oleh katena itu,

tanah petlu dilindungi dati ekspansi koqpomsi (Sediono Tiondtonegoto,20T3).

Betdasarkan utaian di atas, petmasalahanflyl ada,Lah bagaimanakah peluaag investasi asing

di bidang pembangunan inftastnrktur (pelabuhan laut) di tengah-tengah politik hukum lamngan

pengasingan tanah di Indonesia? Tujuan penelitian ini adalah menemukan altematif penguasaan

tanah bagi investot asing yang firemerlukan tanah sebagai s^rarr 7tyl, mengingat ketetbatasan hak

penguasaan tanah di Indonesi,a dengan mempettimbangkan kemanfaatan keadilan dan kepastian

hukum.

B. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini tetmasuk dalam tipe penelitiafl hukum doktrinal, karena yang dikaji adala.h

kaidah peraturao perundang-undangan menurut doktrin aliran positivisme dalam ilmu hukum

((Soetandyo Wigoyosoebrcto, 2002: 160-169). Kaidah peratumn perundang-undangan yang

dimaksud adalah ketentuan yaog mengatut sumbetdaya alorm (agr*tra), bangun gtrna setah dan

ke{asama penyediaan inftastruktu. Sebagai penelitian doktrinal, yang diLqii tidak sekedar
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menemukan afiran hukumnya; tetapi *aiprti iuga pdnrrp-prirlstp hukum, daa dgkttiadoktdn

hukum guna menjawab pe'masalahan penelitian" sesuai dengan kamkter presktiptif ilmu huhm

flohnny IhahiDo, 20f,8: 34-37).
. ' ..:r

Bahm Huhm .:

Bahan hulu6 yaog digrmalralr adalah bahan huhrm ptimet (Peter Mahmud Matzuki,

2010: 141-166). Bahan hukum pdmet terdiri dati petatutan penrndang-undangan yang te*ait
dengaa sumbetdaya agraia.,bangm guna setah dan ketjasama penyediaao in&astruktut:

o
b)

")

d)

")

0

s)

h)

D

i)

Penyediaan Inft asttuktuC

k) Kepmenkeu No. 470/KMIC01/1994 tentang tata cata penghapusan dan pemanfaatan

batang Mlik/kekayaan Negata;

Kepmenkeu No. 248/I<f,[K.04/7995 tentang Pedakuan Pajak Penghasilan Terhadap lihak-
Pihak yang Melalcukan Ke$asama dalam Bentuk Petjanjian Bangun Guna Serah;

Petmenkeu No. 96/PMK06/2007 tentang Trta Cxa, Pelaksanaan Penggunaan,

Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtarganan Batang Milik Negara;

Petmenkeu No. 78/PMIC06/2014 Teotang Tata Cara, Pelaksanaan Pemanfaatan Bxrrg
Milik Negata.

t
i

I

I

UUDNRI 1945, Alenia ke-4 pembukaan, Pasal 28J ayat (2) dan pasal 33 ayar. e);
UU No. 5 Tahun 1960 tenta4g Petafinan Dasar Pokok-pokok Agtatia;

UU No 11 Tahua 2005 tentang tatifikasi Kovenan Intetnasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial

Dan Budaya;

UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

UU No. 2 Tahuu 2012 tefi^ng Pengadaan Tanah Bagi Pembarguun Untuk Kepentingan

Umum;

PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Banng MIik Negata /Daerah;

PP No. 38 Tahun 2008 tentang perubahan Petatutan Pernerintah No. 6 Tahun 2006

tentang Peogelolaan Bamng MIik Negar a / D aetth;

PP No. 27 Tzrtn;rr2014 tentang Pengelolaan Barang Mlik Negar afDaetah.

Kepptes No. 23 Tahun 1980 tentang Pemaofaatan Tanah Hak Guna Usaha dan Hak Guna

Bangunan untuk Usaha Patungan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing

Perpres No. 67 Tahun 2005 jo. Ferpres No. 13 Tahun 2010 jo. Perptes No. 56 Tahtn2017

io. Petptes No. 66 Tahun 2013 tentang Ketjasama Pemetintah dengan Ba<ian Usaha dalam

m)

n)
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3. Prosedw Pengumpulan Bahan Hukum "

Bahan hukum ptims dikumpulkan melalui ptosedut identifiLasi, invmtadsasr, dafl membuat

cataan aau tutipan terha&p Petaturan perundang-qqdz,ng"n di bidang suraber Caya alam

(agtrtir), bangu4 guaa semh dan ketiasat',a penyediaan inftasttuktrr

4. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukuhyaogtelah Ot"ry* dan diolah, selanjutnya dianalisis guna rnenemukan

atuian hukum, ptiosip-ptinsip hukunr, dan doktdn-doktdn hukum guna menjawab permasalahan

penelitian. Metode analisis yang digunakan addah ptesktiptif-analitis, yaitu dengan ctt^

pemapatan dan analisis tentang isi (struktur) hukum yang bedaku, sistemalisasi hukum yang

dipapatkan dan dia,nalisis, intelpretasi, dan penilaian hukum yang berlaku (D.H.M. Meuwissen,

1994:26-28; B. Adef Sidharta,2000: 149-152;8. Atief Sidhatta,2009: 55-57).

C. Hasil Penetitian dan Analisis

Betdasatkan kerentuan Pasal2 ryat Q) Kovenan Intemasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial

Dan Budaya (1966), yang telah diratifiLasi dengan UU No 11 Tahun 2005, bahvra't{egara-negara

berkembang, dengan mem.pethatikan hak asasi manusia dan petekonomi-an nasionalnya, dapat

menentukan sampai sebetapa jauh meteka dapat meniamin hak-hak ekonomi yang diakui dalam

Kovenan ini kepada watga negata asing". Jauh hati sebelum kovenan intetnasional ada dan

dfuatifikasi, Indonesia sudah menentukan pilihan bahwa otarlg asing dilatang mempuny at tar,ah

hak milik ps. 21 
^yzt 

(l) UUPA), namun tetap dipetbo-lehkan mempunyai tanah dengan hak

pakai atau hak sewa untuk bangunan, sepetihalnya di Sir.gapura, orang asing boleh punya tanah

dengan status iease bold @ddy Ruchiyat,2006:216-217).

I(etentuan Pasal 21 (1) UTIPA seialan dengan Konstitusi .,'garia Indonesia. Meskipun

kajian konstitusi agruia merupakan kajian hukum yang masih relatif baru. Kaiian konstitusi

agaia, berada padawlayah pembahasan petsoalanzgrriz di datat konstitusi, sehingga posisinya

diantara halbr hukum konstitusi dan kaiian hukum agaria fiance Af,zona, 2014: 10). Kaiian

hukum tgraianiasih dimaknai sebatas hak-hak perguasaan tanah (Boedi Harsono, 2008) Sebagai

bagian dad hukum publih konstitusi agrana membahas dimensi yang luas dan mendasat.

Konstitusi merupakan *rukum dasat yang mendasari berbagai aktivitas hukum yang tetjadi di

dalam penyelenggaraan negarl, sehingga konstitusi agrzrtia irrg -*i*di dasat pembangunan

hukum rgrzia di Indonesia

Konstitusi argirrtia yang teruang dalam Alinea ke4 Pembukaan UUDNRI 1945, bahwa

"Kemud.ian dadpada itu untuk rnembentuk suatu Pemetintahan Negata Indonesia yzrlg melindnngi

'{iffi}+--ff'
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,.' '
segenap bangsa Indonesia dan selmtb trrrpab daabr.rdonesia dan r:ntuk memaiukao kesejahtetaan
umum-..", dan Pasal 33 ryat (3) UUDNRI lg45r. serta pasal 9 io pasal zl' ayl.t G; ;;
menrpakan politik hukum larangan kepemililran tanah hak milik oleh otang 

"-iog 

.f; 
r"-,*

Iarangan pengasingan tanah).

Pasal33 ayat (3) uuDNRI 1945 sudah tqgas mengattu, bahwa bumi d; ait dan kekayaaa
alam yaag tetkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan diperyuoakan untuk sebesat-besat
kemakmuan mkyat. Konstitusi tetsebut sudah tqlas tnengatut bahrra kenaakrnutan takyat-lah
yang diutamakan dalam pengelolaan tanah. Atinya hak-hak atas tanah nkyat yaflg pedu
dipetiuangkan untuk .laPat dipenuhi betdasatkan konstitusi, clibandingkar orang ril ;;;
demikian otang asing tetap dipetkenankan irg" *tok mendapatkan 1;,anfa,,t r. ,o* , rng adt
di wilayah NK& meskipun terbatas.

Petkenan otafrg asing mendapatkan ntatfaatatas tanah yang disediakan uupA sebatas
hak pakai dan hak sewa untuk bangunan. Padahal terdapat instrumen yang lebih menguntungkan
dalam memaofaatkan/mengelola taaah di Indonesia bagi orang asing selain pemberian hak pakai
dan hak sewa unhrk bangunan, yaitu Bangun Guna Setah. Ba.ngun guna serah akan lebih
memudahkan dalam pelaksanaan pernbangunan inftastnrkur (pelabuhan), mengiagat pemetintah

cukup menyediakan tanah dan membedkan kemudahan fasilitas (peri-inan) kepada investor,
kerrudian investot tinggal melakulran petnbanguoan, pengopetasiati dan kernudian
tnenyetahkannya kepada pemedntah. Pihak investor tidak petlu neelakukan petolehan/pengadaan

tanah, yang selama ini menfadi hambatan dalam pembangunan.

Petkenan omflg asing mendapatkan manfaat atas tanah detrrikian itu seialan dengan apa

yang dicita-citakan Notonagoto, bahwa oraflg asing dapat diberikan akses tethadap tanah di
Indonesia betdasatkan kepentingan bangsa Iocionesia terhadap orang asing, bukan atas

kepentingan otang asing (Notonagoro, 1984:79; Irnan Soetiknio, 19g5: 1g). Boleh tidalnya orang
25ing akses tethadap tanah di Indonesia tergantung 

^p^ y^ttg menjadi kebutuhan bangsa

Indonesia. Akses tanah bagi orang asing harus diukur dad segi kemanfaatannya untuk b**,,
Indonesia. Pendapat Notonagoro, tetsebut sebenarnya sebagai petingatan bagi pemetintah untuk
sungguh-sungguh mempethatikan kepentingan takyat dalam pengelolaan surnbet daya aganz
utamanya tanah. Manfaat atas tanah itngansampai lebih baflyak dinikmati oleh otang asing.

Instrumen akses tanah bagi pihak asing sebenarnya tidak tetbatas pada hak pakai dan hak
sewa untuk bangunan sepetti yang ditentukan dalam Pasil 42 dan 45 UUPA. Disadad ataupun
tidalg petluasan akses ttnah bagi pihak asing sudah toirdi seiak lama, terutama dalarn bidang
petkebunan, melalui Keppres No. 23 Tahun 19s0 (FX. Suma{a, 2015: 3g7) pada bidang
inftastnrktut petluasan ,kses taoah tersebut tetjadi dengan lahimya Kepmenkeu No.
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470/KMK.Al/lgg4 tentaog t^tt cat^ penghapusari dan pemaofaatan barang Uifit/t"loy"ro

Negata, hengguoakaa instrumen bangtm guna setalq dag Perytes No. 56 Tahun 2011 teotarg

Ketiasama Pemednah dengan Badan Usaha 9* Penyediaao rnftastruktut, menggunakaq

. instrtrmen ketiasama penyediaan in6astrul<tut Baik bangtrn guna setah mauprm ketiasama

penyediaan inftasttuktut keoudian mendapat peogaturad di dalam PP No. 27 Tahuo 2Ol4

teotang Pengelolaan Barang Milik Negara /Daenh.

Menunrt PP No. 27 ahvn,2014, baik bangun guna setah (BGS) maupun ke{asama

peayediaan inftastruktut (KSPD dalam pemanfaatan batang milik negata y:rrrg berupa tanah,

dengan melibatkan swasta, pada pdnspnya dilakukan atas dasat ketetbatasnn dana petnetintah

yang betsumber dati APBN dalam pembangun^nnyl dalam tangka rnenyelenggmakxrpelayanaa

publik, dan bukan semata-mata untuk mengoptimalkan pemanfaatan BI\{\-I (tanah). Tiiiuan

pemanfaatan BMN (t"""h) menurut PP No. 27 tallun 2014 melalui skema BGS dan KSPI satrgat

betbeda aengar skema pinirm pakai sewa ataupun ke{asama pemanfaatan (KSP),

Skema sewa ataupun ke{asama peman faatan (KSP) adalah untuk mengoptimallral

pemanfaatan BMN (t*"h) dan meningkatkan penetimatn negata/daetah. Skema sewa tanah

petlu mendap at laiizrr- lebih lanfug mengingat Putusan MK No. 87/PPU -XI /2073, tanggat 18

Maret 2074 terhadap uiimated UU No. 19 Tahun 2013 tentang Pembetdayaan dan Perlinduogan

Petani bah'd/a Pemetintah tidak boleh membedkan hak sewa. Mengingat sewa hanya dapat

dilahkan oleh pemili\ iika pemetintah dapat membedkan hak sewa betatti pemetintah zdralah

pemilik tanah (domein wrklarin!,hal ini bettenangan dengan UUPA. Sementata itu skema Pioiam

pakai adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatat atau hasil guna BMN (tanah) kepada instansi

lain dalam penyelenggar^ fl Peruerintahan.

Seperti dikemukakan di atas bahwa pembetian akses ianah kepada pihak asing didasatkan

-atas kepentingao bangsa Iadonesia dan bukan atas dasat kepentingan pihak asing, selain itu hatus

lebih betma rrfazr." berkear{ilan drn ztdlrrrya iaminan kepastian hukurn. Betdasatkafl PdnstP itulah,

traaka dalam membetikan akses tanah tethadap pihak asing dapat dilakukan penilaian. Penilaian

dilalrukan berdasarkan pdnsip-prinsrp yang adr pada UUPA, iuga didasatkan pada nilai

kemanfaatan, kead.ilan dan kepastian hukum. Betdasarkan batu ufiitulah dapat ditentukan skema

yang paling tepzt arLtat^BGS dafl KSPI.
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Tabe! 1. ,rrkses Tanah Pihak'$wasa dalam Skema BGS/BSG e KPSI

,l

ii
,l'

,i1'

i{
J

Dasat

pertimbangan

- memedukanbangunan dan fasilitas

bagi penyelenggataan pemetintahan

negan / daeteh untuk kepentingan

pelayanan umlrn ddam mngka

penyelenggataan tugas dan fungsi;

- tidak tetsedia atau tidak cukup

tersedia dana dalam APBN/D urrtuk

penyediaan bangunan dan fasittas

tersebut

- dalam mngka kepentiqgan

umum dan / *atpenyediaan

inftastruktut guna mendukung tugas

dan fuflgsi pemedntahan;

- tidak tersedia atau tidak

cukup tersedia dana dalam Anggaran

Pendapatan dan Belania Negara untuk

p enyediaan infras truktur;

- termasuk dalam daftar

prioritas proyek program penyediaan

!4.frastruktur yang ditetapkan

pemerintah.

Latangan

menjaminkan

dilamng menf aminkan, mengadaikan,

atau memindahtangankan: 1) tanah

yang meniadi obiek BGS/BSG; 2)

hasil BGS yang digunakan langsung

untuk penyelenggaraan tugas dan

fungsi Pemerhtah Pusat/Daetah; 3)

hasil BSG.

dilarang meniaminkan, rnenggadaikan,

atau memindahtangankan BMN yang

meniadi obfek I(SPI

Semh terima objek BGS/BSG

dilakukan pding lambat pada saat

berakhirnya langka waktu BGS/BSG

dan dituangkan ddam berita acata

semh tedma.

Mtra KSPI harus menyerahkan objek

KSPI dan barang hasil KSPI kepada

pemedntah pa& saat benkhimya
'fangka rvaktu KSPI sesuai petlaniian.

Bemkhimya

pegan lan

Gedung, bangunan, sarana dan fasilitas

menjadi BMN seiak disemhkan kepada

pemerintah sesuai pe{anjian atau pada

saat betakhimya perianiian.

Barang hasii KSPI menjadi

BMN sejak disetahkan kepada

pemedntah sesuai petlanjian.

- Ada iuga yang tanp

apengalihan aseg tergafl tung

pe{anjian.

Penyetahan

obiek

perjaniian

Pihak yang dapat menjadi mitra KSPIPihak yang dapat menjadi mitra
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Pemerintah BGS/BSG meliputi: a) Badan Usaha

MlikNegera; b) Badan Usaha MIik:

Daerah; c) Swasta kecuali pef,orangan;

Q Badan Hukumtainnya

terdiri atas:,;

PeseroanTeibatas; b) Badaa Usaha

MIft Nepq;c) Badq Usaha Mlik
Daetah; d)r.kepstasi.

J"rgk" waktu

J*gk" waktu BGS/BSG pari{g lama

30 (tiga poluh) tahun tethitung seiak

petianiian ditaadatanganq dan tidak

dapat dipeqpadang

Jrn*r waktu I(SPI paling la1na 50

Qimapuluh) tahun dan dapat

diperyaniang

Pembiayaan
Pedu dukungan dana tunai

infrastruktut dati pemetintah.

Tabel 1 di atas merupakan gambatan akses tanah bagi pihak swasta (asing) pada skema

BGS/BSG dan KSPI menunrt PP No. 27 Tahvn 2014 tentang Pengelolaan Batang Milik

Negara/Daetah, Petmenkeu No. 78/PMK .06 / 2AM Tentang Tilz Cxz Pelaksanaan Pemanfaatan

Batang Milik Negata, dan Peqptes No. 67 Tahun 2005 jo. Perptes No. 13 Tahun 2010 jo. Perptes

No. 56 Tahun 2011io. Peqptes No. 66 Tahun 2073 tentang Ke{asama Pemerintah dengan Badan

Usaha dalam Penyediaan Inftasttuktut.

Memperhatikan utaian dalam tabet 1 tetsebut di atas dapat diketahui bahrxzz pembedaan

skema ant^t^ BGS/BSG dengan KSPI, didasati oleh ststus: wilayah pemedntahan (pusat

dmf *ea daetah), iangka waktr:, peqpaniangan iangka wakta premanfaatar BMN, janiriran utaflg

terhadap hasil pemanfi*zr BMN, alih teknologl, dan dukungan finansial dad pemerintah. Atas

dasar skem z pada tabel 1 di atas dilakukan penilaian dad sisi kemanfaatannya bagi Pemerintah

yang tertuang pada table 2 bedkut

Tabel 2 Nilai Kemanfaatan Bagi Pemetintah <ialam BGS/BSG & KPSI

Pembangunan untuk Pemedntah Pusat

& Daemh

Ya (+) Yaltidak Q

Ya/idak(+/-)

Jangka waktunya lama

Tidak (+)

Yiladak (+/-)

Dukungan finansial dati Pernerintah Ya/ndak(+/-)

- 21,1*
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Meaurut Notooagoto da., AP Padindungan bahwa oraflg asing hanya dapat mempunyai

::, 
h'k atas tanah di Indonesia, selama kepentingan wNI tidak tergalrggu d* iw penguasaan anah

" : oleh otaog asiag itu dibutuhkan oleh pemerintah dalam tangka ekonomi Indonesia (Ap
Patlindungan, 1988: 29). Selaoiutnya, dikat kanya bahwa bukan sudut pandangan dad otang
asing tetapi dad sudrrt pandangan Indonesia (*onomis, politis, sosial, dan bahkan pertahanarl

dan keamanan nasional). Ditegaskan oleh Nototragoro, bahwa orang asing dapat dibed

Peoguasaao tethadap tanah di Indonesia, sebempa dibutuhkan oleh Indonesia terhadap orang

asing itu (Notonagoro,7994:79;Iman $sgtiknio, 1985:18). Pendapat tersebug lebih memberikan
penekanaa bahrva Penguasaar tanah oleh asing harus dilihat dati kepentingan nasional, bukan
pada kepentingao 45ing semata. Hal demikian sejalan iuga dengan sernaflgat Hak Asasi Manusia
yang tertuang dalam Pasal2 ay* Q) Kovenan Intemasional Hak_Hak Ekonorni, Sosial Dan
Budaya, yang telah ditatifikasi dengan UU No i1 Tahun 2005.

Betdasatkan analisis darl.a ptda tabel? di atas temyata BGS/BSG lebih seialan dengan

pendapatnya Notonagoto dan AP Padindungan dibandingkan KSPI. Attinya BGS/BSG lebih
bermaofaat bagi Bangsa dan Negara Indonesia

Dikatakan BGS/BSG lebih bermanfiat dibandingkan dengan KSPI, pertama jika

dipethatikan dati sisi i*gk" waktu BGS/BSG sejalan dengan ketentuan UUpA, semeotara untuk
KSPI melamFaui kepatutan dan kepastian hukum yang ditentukan UUpA. Kedua, pemetintah

lebih cepat nrendapatkan manfaat atas alih teknologinya, mengingat tidak ,.d,.rya. celah untuk
melakukan pelpaniangan iangka waktu ke{asama pemanfaatan BMN. Hal ini mestinya menjadi

perhatian pemedntah Indonesia, mengingat juga bahwa pembarrgunan dan pengelaloaan

bendungan sungai Syehan di Negata Tudri yang bekerjasama dengan Kunrugai I(gurni dad

Jepang sebagai cikal bakal BGS, cukup dengan 26 tahun masa pengelolaan, dan lima tahun masa

pembangunannya (FX. Sumatja,2071: a9!. Ketig, Pemerintah tidak petlu menyediakan dana

untuk menstimulasi pihak swasta dalam pembangruran infrastruktur (Eko Nur Surachm 
^t, 

t^flpa.
g[r,n), kecuali penyediaan tanah dan fasilitas kemudahan pedzinan.

Betdasarkan ukutan kepentingan Pemerintah/bangsa Indonesia akses tanah bagr,.orang

asing rnelalui skema BGS/BSG untuk pembangunan pelabuhan laut dipandang 
"dil,'Lr.r,

Indonesia mengambil siltaF "latangan pengasingan talfiih", yaitu orang asing tidak diperbolehkan

mempunyai tanah hak milik melalui Konstitusi yerrrg adz dengan menganut pdnsip nasionaliras

dan kebangsaan. Prinsip demiki-an tidaklah mutlak, sebab pihrk asing tetap dijamin untuk

nendapatkan morrfeolt atas tanah yrng ada di wilayah NKRI. Jangka vaktu 30 tahun yang

diserli"kan bagi BGS/BSG dipandang cukup untuk mengembalilran modal dan mendapatkan

keuntungan yang layak Selain itu alih teknologi juga merupakan suatu hak yang harus
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dipetjuan8kro oleh negata yang,masih dalam ketegoti tregara betkembang temrasuk Indonesia

sesuai Kovenan Intetnasionai Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Selain ukuran keadilan, frt ri* kepastian hukum iqga sudah melekat pada Konstitusi

Indonesia yang seialan dengan Kovenan Intetnasionat Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

sepetti telah diuaikan di atas, dan telah ditindaHaniuti dengan peraturan perundang-uodaryan di

bidang sumbetdaya tgralJa, yartu UU No. 5 Tahun 1960 tentang Petatumn Dasar Pokok-Pokok

Agaflz.. Menuut Andteas Hans Roth (1949: 162), bahwr "Acnrding to general intenationol laut, tbe

alien's prioibge of pafiicbntion in tbe economic life of his State of ntidence does not go m far as to allop bim to

acquhe priaate pnpry. Tbe state of nddtno is fne to bar bin fion ounersbip oJ all or aftain pmpe@, utbetber

mouabhs or nal\t'' (Gouwgioksiong 1963: 52). Tetdapat kebiasaan hukum internasional bahwa

orang asing dapat diberikan akses tanah hanya terbatas di suatu negara, ternrasuk Indonesia

(Boedi Flarono, 2008:223; FX. Sumatit,2072:51 ). IGlaupun skema BGS/BSG ticlak dikenal

dalam UUPA,.namun yang pasti bukadah Hak Milik dan Hak Guna Bangunan. Selain itu UUPA

iuga masih membuka ruarg bagi pengatutan BGS, kalau harus diwujudkan dalam sebuah

kelembagaan yang disebut hak-hak atas tanah. Kalaupun bukan hak atas t-anah, paling tidak bisa

masuk hak-hakyang betkaitan dengan tanah sepertiyang dikenal Calam hukum adat.

P*al 24 UUPA mengatur bahwa peoguasaan tanah hak milik oleh bukan pemiliknya

dibatasi dan diatur dengan peratutan perundangan. Ketentuan dalam penjelasannya adalzh:

"sebagai pengecualian dad asas yang dimuat dalam Pasal 10 UUPA (tanah pettanaian waiib

diketiakan sendiri secara ,ktifl, bentuk-bentuk hubungafl 
^ntara- 

pemilik dan pengganp/penak'ai

itu iatah misalnya: sewa, bagi hasif pakai atau hak guna banguflan". Memang dalam penjelasan

Pasal24 UUPA tidak dengan tegas memuat bangun guna setah, mengingat pada s'aat lahirnya

UUPA, bangun guna serah belum dikenal secata luas di Indonesia mauptur dunia intemasional.

Tetapi ketentuan Pasal24 ULIPA adalah sebagai pintu masuk lahimya hak bangun guna setah

selain ketentuan Pasal 16 LyLt (1) huruf h UUPA.

Kalaupun Pasal 10, 24 TJUPL dirrrgg^p tetbatas pad4.tanah pertanian dan tanah hak

*ilik, sehingga tidak bisa diiadikan landasan hukum untuk membuka celah BGS di atas tanah

negata, maka dasarnya ada,lah UU No. 2 Tahun 2072 ter;ltxrg Pengadaan Tanah Bagi

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Apabila dicemrati Pzsal 72 UU Pengadaan Tanah,

pemanfaatan tanah negatz/pemennah/ daerrh dalam tangka pembangunan untuk kepentingan

umum dapat diketfasamakan dengan BUMN, BUMD, atau Badan Usaha Swasta. Pada intinya Pasal

L}UU Pengadaan Tanah mefigatu bahwa pembangunan unhrk kepentingan umurn selain untuk

pembangunafl pertahaflan dan keamanan nasional waiib diselenggatakan Pemerintah dan dapat

bekefa sama dengan BUMN, BUMD, aitauBa;dut Usaha Swasta. Attinya substansi Pasal 12 UU
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Pengadaao Tanah sama dengan substansi Pasal 10 d,an 24 UUPA, bahura pemanfaatan tanafu

dapat diketiasamakan dengan Pih"k lain betsasnakan pe{aniiaa BGS.

Apabila bangun guna seuh akan dilembagakan sebagar salah sahr macam hak aus tanab

UUPA telah meoyediaLqn ruaog uotuk itq khususnya dalah Pasal 16 ayart (7) huruf h. Pasal tersebut

mengatur bahura hak-hak l"in y"og tidak tetmasuk HM, HGU, HGB, HP, Hak Sevra, Hak

.membuka tanal\ dan hak memuogut hasil hutan akaa ditetapkan deqgan undang-uadang. Hak.'

Banguo Guna Semh adalah hrl. mgndirikan bangunan drnf aau satana bedkut fasilitasnya di atas

tao.ah yang bukan miliknya seodin [s6rldian mendayagunakan bangunan dao.f au.usetafla betikut

fasiliasnya tetsebut dalan,, i"tgk waktu tertentu yang telah disepaka( untuk selaniutnya tanah

beserta bangunan danfatau"satana bedkut fasilitasnya diserahkan kepada pemegarg hak atas

tanah setelah berakhirnya i""gk" waktu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (Q hwuf h UUPA fika dik-aitkan dengan Konstitusi

Indonesia yaitu Pasd 28J ay* (2) UUDNRI 1945, pengatutan bangun guna setah sebagai suatu

hak atas tanah harus ditetapkan dalam bentuk undang-undang. Undang-undang yang dimaksud

tidaklah harus undang-undang tetsendiri oamun bisa iuga mateti muatan ini masuk dalarn RUU

Pertanahan yang saat ini sudah masuk pada ptogtam legislasi nasional tahun 2075, mengingt hak

guna ruaog bawah tanah telah masuk dalam RUU tetsebut. Tentu saia isi kewenangan BGS tidak

lebih luas dari HM, HGB dan HP.

Pengatuan hak BGS dalam UU Pertanahan juga belum menjamin bahwa hal itu akan

berbuah manis bagi Bangsa Indonesia selama tidak teqpenuhi ptasyaraitrrya. Agat konsep BGS

tersebut dapat terw'uiud dengan baik, maka masih dipetlukan Prasyarat-ptasyatat yarng lain,

misalnya adartya kemauan politik (poiitic will) dai pemerintah, termasuk instansi/birokrasi dan

pihak-pihak lztin yar:rg ikut serta atau terk-ait dengan Pettanahan harus secata tetstluktut dan

sistematis melakukan sosialisasi dan pendidikan hukum kepada masyankat luas (termasuk pihak

asing), sehingga tanah benat-benat diposisikan sebagai faktotptoduksi dan bukan pebagai sarunz

spekulasi, investasi atau komoditas petdagangan (FX. Suma;ia, 2015:502-503).

D. Simpulan

1. Dipedukan patadigma baru dalanr menadk investasi asing di Indonesia, agat

mendapatkan kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum, melalui hak bangun guna setah untuk

pembangurian inftastruktut (pelabuhan laut), dengan memasukan mateti muatfir BGS ke dabm

RUU Pettanahan.

2. Memposisikan tanah benat-benat sebagai faktot ptoduksi dan bukan sebagai sataoa

spekulasi" investasi atau komoditas perdagangaa.
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3. 'Petlu kemauan politik (potitic il,i10 dafr.pemedntah, temrasuk instansi/ bitolaasi dan

pihak-pihak lain yang ikut ser,a atau tetkait dengan peranahan

'-t 

-'
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